BAB VI
PENUTUP

Kesimpulan

Pensertipikatan tanah di Kentor Pertanshan Kotamadya

curakarta berdasarken snallisis dapat disimpulken sebagsl

berikut :

Y.

Hasil pensertipikatan tanah d4i  Kantor Pertanahan
Kotamadyas  Surakarta  baik  yang = sporadik  maupun
sistemsatlk sebelum Keppres Nomor 26 Tseshun 1988 sdalsh
sevanyak 18.107 sertipikat dan sesudah Keppres sebanyak
54.621 sertipikat, mska terjadi peningkatan sebesar
B6,85% atau 38.514 sertipikat. Peningkstan penerbitan
sertipikat di Kotamadya Surakarts, karena telah
me laksanakan Instruksi Kepalas Badan Pertanshan Nasional
Nomor 23 Tahun 1990 yang meliputi
a. Pemberisn informasi kepada masyarakat cukup baik

mengenal

- tata cara pengurusan hak

- biayas pengurusan hak dibidang pertanshan

- kelengkapan surat-surat vyang disyaratksn dalam

pengurussn hak stas tansah
- waktu penyelesaian permchonan pelayvanan dibidang

rertanahan

o

Mencatat semusa permchonan pelavanan vang masuk dan
memantal Lerus menerus prosSes pengurusan permohonsan

Lersebut.
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~. Peniadwalan waktu dalam proses pengurusan Jenle

pelayanan dengan petunduk Kepala Kentor Wilayah BPN.

(98
o3|

Sistem loket pelsyanan  balk dalam pemberian
informazl kepsds masyvarskat maupun penerimssan permo-
honan dan pemberisn sertipikat hak ates tanah.

Penvebaran hasil pensertipikatsn tansh setisp kecamatan

di wilayah Kotamadyas Daersh Tingkat II Surakarta

sebanysk 81.934 bidang ateu 96.45 % daril seluruh hbildang

tansh vang ada, esehingga menunjukkan penyebaran
sertipikat sudah mersta. Hal tersebut disebabkan oleh :

5. Fesadaran dari masyvarskat untuk mensertipikatkan

Ry

tansh.

Q\

L. Kepsdaten Jumleh penduduk sangat padat.

. Merupsksn wilayah dalesm satuasn RKewasan pengembangan
vang wmeliputi kegisatan pendidikan, perdagangan,
Jaga, kegistean industri dan sehsgal rendukung
kegistan pariwissata.

d. Memshsamnl srti dan pentingnva sertipikat.
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